
 

 
 

 

BUPATI KARO 

PROVINSI SUMATERA UTARA 
 
 

PERATURAN BUPATI KARO 

NOMOR 56 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

  PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARO, 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah 

Nomor      Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 dan sebagai landasan operasional 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara  (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 

Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1425); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Karo Nomor 08); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 

2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor  11); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Karo. 
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Karo. 

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karo. 
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karo. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 

pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 
kembali. 

13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib 

dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang 
dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, 
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah 
milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha 
Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan 

pengembalian pokok pinjaman. 
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 

pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan 

dalam 1 (satu) tahun anggaran. 
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) 

periode anggaran. 
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan 

dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem 
yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja 
perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola 

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan 
Keuangan Daerah pada umumnya. 
 

Pasal 2… 
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Pasal 2 

 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 

 

Pasal 3 

 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar  

Rp. 1.372.004.794.424,00 yang bersumber dari :  

a. pendapatan asli daerah; 

b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

Pasal 4 

 

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 117.423.389.792,00 yang terdiri atas: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp. 58.282.835.442,00. 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp. 13.910.554.350,00. 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00. 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 40.230.000.000,00. 

 

Pasal 5 

 

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

direncanakan sebesar Rp. 58.282.835.442,00, yang terdiri atas: 

a. pajak hotel; 

b. pajak restoran; 

c. pajak hiburan; 

d. pajak reklame; 

e. pajak penerangan jalan; 

f. pajak parkir; 

g. pajak air tanah; 

h. pajak mineral bukan logam dan batuan; 

i. pajak bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan; dan 

j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp. 7.940.800.000,00. 

(3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp.  7.702.750.000,00. 

(4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp. 4.131.500.000,00. 

(5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 

sebesar Rp. 1.073.777.500,00. 

(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 21.852.340.442,00. 

(7) Pajak… 
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(7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp. 200.000.000,00. 

(8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan 

sebesar Rp. 3.000.000.000,00. 

(9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf h direncanakan sebesar Rp.  662.746.000,00. 

(10) Pajak Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.688.410.000,00. 

(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.030.511.500,00. 

 

Pasal 6 
 

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 

direncanakan sebesar Rp. 13.910.554.350,00, yang terdiri atas: 

a. retribusi jasa umum; 

b. retribusi jasa usaha; dan 

c. retribusi perizinan tertentu. 

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 7.745.115.000,00. 

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 4.912.749.350,00. 

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 1.252.690.000,00. 

 

Pasal 7 
 

(1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 42.230.000.000,00 yang terdiri dari : 

a. jasa giro; 

b. pendapatan bunga; 

c. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

d. pendapatan dari pengembalian; 

e. pendapatan BLUD; dan 

f. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir. 

(2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar 

Rp. 6.000.000.000,00. 

(3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b direncanakan 

sebesar Rp. 3.300.000.000,00. 

(4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.300.000.000,00. 

(5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00. 

(6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e direncanakan 

sebesar Rp. 25.000.000.000,00. 

(7) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 

1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00. 

 

Pasal 8 
 

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 1.241.215.371.632,00 yang terdiri dari : 

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan… 
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(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 

huruf a sebesar Rp. 1.209.046.738.000,00. 

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b 

sebesar Rp. 32.168.633.632,00. 
 

Pasal 9 
 

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 

ayat (2) sebesar Rp. 1.264.063.436.200,00 yang terdiri dari :  

a. dana perimbangan; dan 

b. dana desa. 

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar                    

Rp. 1.012.031.875.000,00. 

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar                               

Rp. 197.014.863.000,00. 
 

Pasal 10 

 

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (3) merupakan Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp. 32.168.633.632,00. 

 

Pasal 11 

 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
c merupakan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yakni Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) direncanakan sebesar  
Rp. 13.366.033.000,00. 

 

Pasal 12 

 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar                             
Rp. 1.378.004.794.424,00 yang terdiri atas: 

a. belanja operasi;  

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja transfer. 

Pasal 13 

 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 932.683.541.457,00 yang terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja hibah; dan 

d. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 615.873.273.925,00. 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 290.875.537.506,00. 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 25.934.730.026,00. 
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Pasal 14 

 

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) 
direncanakan sebesar Rp. 615.873.273.925,00 yang terdiri atas: 

a. belanja gaji dan tunjangan ASN; 

b. belanja tambahan penghasilan ASN; 

c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN; 

d. belanja gaji dan tunjangan DPRD; 

e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;  

f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;  

g. belanja pegawai BOS; dan 

h. belanja pegawai BLUD. 

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 389.722.680.221,00. 

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b direncanakan sebesar Rp. 98.498.616.663,00. 

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 
87.354.254.332,00. 

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp Rp. 14.306.390.450,00. 

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e direncanakan sebesar Rp. 656.396.380,00. 

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 580.573.559,00. 

(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan 
sebesar Rp. 13.185.827.000,00. 

(9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 
direncanakan sebesar Rp. 11.568.535.320,00. 

 

Pasal 15 

 

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) 

direncanakan sebesar Rp. 290.875.537.506,00 yang terdiri dari : 

a. belanja barang; 

b. belanja jasa; 

c. belanja pemeliharaan; 

d. belana perjalanan dinas; 

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak 

lain/masyarakat;  

f. belanja barang dan jasa BOS; dan 

g. belanja barang dan jasa BLUD. 

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 58.569.083.227,00. 

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp. 113.746.809.811,00. 

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 24.836.329.209,00. 

(5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 55.351.399.993,00. 

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 

Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 

sebesar Rp. 4.046.186.203,00. 

 

 

(7) Belanja… 
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(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp. 22.787.601.376,00. 

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

gdirencanakan sebesar Rp. 11.538.127.687,00. 

 

Pasal 16 

 

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) direncanakan 

sebesar Rp. 25.934.730.026,00 yang terdiri dari :  

a. belanja hibah kepada pemerintah pusat; 

b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum indonesia; 

c. belanja hibah dana BOS; 

d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik. 

(2) Belanja Hibah kepada kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.583.958.000,00. 

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang 

Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 5.839.599.150,00. 

(4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 15.552.250.000,00. 

(5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 958.922.876,00. 

 

Pasal 17 
 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 164.362.418.486,00 yang terdiri dari : 

a. belanja modal peralatan dan mesin;  

b. belanja modal gedung dan bangunan; 

c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan 

d. belanja modal aset tetap lainnya. 

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 25.417.449.386,00. 

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.927.870.768,00. 

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp. 106.889.349.467,00. 

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 5.127.748.865,00. 

 

Pasal 18 
 

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 25.417.449.386,00 yang terdiri atas: 

a. belanja modal alat besar; 

b. belanja modal alat angkutan; 

c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur; 

d. belanja modal alat pertanian;  

e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga; 

f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar; 

g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan; 

 

 

h. belanja modal….. 
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h. belanja modal alat laboratorium; 

i. belanja modal komputer; 

j. belanja modal alat keselamatan kerja; 

k. belanja modal peralatan proses/produksi; 

l. belanja modal rambu-rambu; 

m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan 

n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD. 

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.  68.467.500,00. 

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 732.536.000,00. 

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.662.447,00. 

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 82.457.812,00. 

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.213.304.407,00. 

(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.  276.968.400,00. 

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.034.939.780,00. 

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 

direncanakan sebesar Rp. 1.511.056.637,00. 

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i 

direncanakan sebesar Rp. 1.236.348.134,00. 

(11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf j direncanakan sebesar Rp. 7.048.480,00. 

(12) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.978.487.338,00. 

(13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l 

direncanakan sebesar Rp. 75.439.978,00. 

(14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf m direncanakan sebesar Rp. 7.304.395.480,00. 

(15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf n direncanakan sebesar Rp. 1.893.336.993,00. 

 

Pasal 19 

 

(1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 28.047.870.768,00 yang terdiri atas: 

a. belanja modal bangunan gedung; dan 

b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti. 

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 26.153.770.768,00. 

(3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.894.100.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 20 … 
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Pasal 20 

 

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 106.889.349.467,00 yang terdiri atas: 

a. belanja modal jalan dan jembatan; 

b. belanja modal bangunan air; dan 

c. belanja modal jaringan. 

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 81.642.120.467,00. 

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 24.587.229.000,00. 

(4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 660.000.000,00. 

 

Pasal 21 

 

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 

(5) direncanakan sebesar Rp. 5.127.748.865,00 yang terdiri atas: 

a. belanja modal bahan perpustakaan; 

b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; 

c. belanja modal tanaman; dan 

d. belanja modal aset tetap lainnya BOS. 

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a direncanakan sebesar Rp. 194.200.000,00. 

(3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.572.721,00. 

(4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00. 

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.847.976.144,00. 

 

Pasal 23 

 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 3.299.572.202,00. 

 

Pasal 24 

 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d 
direncanakan sebesar Rp. 276.539.262.279,00 yang terdiri dari : 

a. belanja bagi hasil; dan 

b. belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 7.219.338.979,00. 

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 269.319.923.300,00. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 25 … 
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Pasal 25 

 

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan 
sebesar Rp. 6.000.000.000,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Sebelumnya.  

 

Pasal 26 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari : 

 

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan;  

b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 

Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; 

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Sosial; 

e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

belanja bagi hasil; 

g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan 

Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas 

Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 

pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan 

Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 

Perbatasan Negara. 

 

 

Pasal 27 

 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih 

lanjut dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 28 … 




